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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan bahwa 

pemanfaatan dana kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pesisir di Kota Gorontalo berada pada kuadran 1 yakni startegi agresif. Strategi ini 

menekankan bahwa upaya peningkatan meningkatkan efektivitas pemanfaatan 

dana kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota 

Gorontalo dapat difokuskan pada kekuatan dari pemerintah dan masyarakat serta 

peluang dari berbagai pihak eksternal yang berkaitan dengan dana kelurahan 

tersebut. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh kelurahan-kelurahan di 

pesisir pantai Kota Gorontalo yakni (1) pembentukan kelompok modal melalui 

dana kelurahan secara bergulir, (2) peningkatan kualitas SDM masyarakat pesisir 

dari aspek kompetensi dan keterampilan dalam kegiatan ekonomi kretaif dan 

produktif masyarakat pesisir (3) pembangunan sarana prasarana yang dapat 

meningkatkan PAD kelurahan, (4) meningkatkan kualitas (komitmen) baik bagi 

aparat kelurahan maupun masyarakat dan (5) Menjalin kerjasama dengan pihak 

swasta terutama perbankan dan perusahaan yang berdiri di daerah pesisir 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pada simpulan, maka yang menjadi saran dalam 

penelitian ini adalah 
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1. Bagi pemerintah kelurahan, sebaiknya terus mengoptimalkan kinerjanya dalam 

pengelolaan dana kelurahan terutama dengan penggunaan dana tersebut lebih 

difokuskan pada program pemberdayaan, sementara untuk pembangunan 

sarana dan prasarana lebih difokuskan pada anggaran APBD Kota Gorontalo. 

Program pemberdayaan sangatlah penting karena dapat meningkatkan ekonomi 

masyarakat agar masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera. 

2. Bagi pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya memberikan sanksi dan reward 

bagi kelurahan di daerah pesisir dalam pengelolaan dana kelurahan. Berbagai 

kerja sama dan program harus dioptimalkan bagi kelurahan di daerah pesisir 

karena kelurahan-kelurahan ini mampu memberikan kontribusi pada aspek 

pertanian dalkam struktur PDRB Kota Gorontalo. 

3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan 

menguji sejauh mana dampak dari besaran dana kelurahan untuk kesejahteraan 

masyarakat atau munculnya kegiatan ekonomi produktif baru atau melakukan 

pengembangan analisis secara hierarki  pada aspek-aspek penting dalam 

pemanfaatan dana kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

pesisir di Kota Gorontalo 
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